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Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah penyelesaian perkara secara 
prodeo di pengadilan agama sengkang (analisis putusan nomor 
085/pdt.g/2014/pengadilan agama sengkang). Dengan sub masalah yaitu 1. 
Mekanisme berperkara prodeo di pengadilan agama sengkang, 2. Perbedaan 
perlakuan hakim pengadilan agama dalam menyelesaikan kasus antara prodeo dan 
tidak prodeo di pengadilan agama sengkang. 
Metode yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah 1. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan penulis adalah Observasi, yiatu teknik 
pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap objek-objek yang di 
teliti. Wawancara, yakni teknik pengumpulan data dengan cara menanyai 
langsung atau berkomunikasi langsung dengan responden. Dokumentasi, yakni 
suatu cara pengumoulan data dengan mempergunakan dokumen yang menyangkut 
perundang-undangan, buku literatur, majalah, yang ada hubungannya dengan ini. 
2. Teknik analisis data yang digunakan adalah data primer maupun data sekunder 
dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, 
menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat 
kaitannya dengan penelitian ini. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mekanisme penanganan perkara 
prodeo, tidak jauh berbeda dengan dengan penanganan pada umumnya. Bedanya 
hanya prosedur administrasi pengajuannya saja. Tidak ada perbedaan antara 
perkara prodeo dengan yang tidak prodeo, hakim menangani dan menyelesaikan 
perkara sama saja, 
Implikasi dari penelitian ini yaitu 1. Perlu dilakukan sosialisasi tentang 
prodeo oleh beberapa pihak, baik pihak pengadilan maupun tokoh masyarakat 
setempat juga melalui berbagai media cetak eletronik serta forum-forum lainnya. 
2. Di harapkan hakim bersikap sama, baik kepada orang yang berperkara prodeo 






A. Latar Belakang Masalah 
Hukum merupakan salah satu sarana dalam kehidupan masyarakat yang 
bertujuan untuk mencptakan keadilan, ketertiban dan ketentraman dalam 
masyarakat dimana hukum itu berada.Kebutuhan akan keadilan merupakan salah 
satu kebutuhan pokok dalam dalam kehidupan masyarakat, disamping itu keadilan 
merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh konstitusi negara 
Republik Indonesia. Sebagaimana termaktub dalam Pancasila sila kelima yaitu: 
"Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Dan Undang-Undang Dasar 1945 
pasal 27 ayat 1 yang menyatakan: 
"Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan 
ada kecualinya”.1 
Pasal diatas tidak membedakan antara warga negara yang satu dengan 
yang lain, semua sama dihadapan hukum dan berhak memperoleh perlindungan 
hukum termasuk fakir miskin, diatur dalam pasal 34 UUD 1945 yang berbunyi: 
“Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”.2 
Tetapi negara tidak menjamin keberlangsungan hidup mereka semua, 
realitanya masih banyak rakyat Indonesia yang berada dibawah garis kemiskinan. 
Apalagi rakyat miskin hampir semuanya buta hukum dan pada umumnya mereka 
tidak tahu hak-hak dan kewajibannya serta tidak tahu bagaimana menghadapi dan 
                                                          
1Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1970, Pasal 27 ayat (1). 





menyelesaikan perkara sendiri. Peraturan hukum tersebut bukan sekedar barang 
mati, akan tetapi peraturan hukum ini hidup di ruang pengadilan dan diwujudkan 
dalam perbuatan. Pengadilan merupakan salah satu simbol dari kekuasaan Islam. 
Hukum adalah keseluruhan peraturan sosial yang mewajibkan perbuatan 
yang mempunyai sifat keadilan serta dapat dibenarkan. Negara Indonesia adalah 
Negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 
(UUD 1945) yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. 
Sayangnya UUD1945 ini tidak menjelaskan lebih lanjut perihal apa dan 
bagaimana bentuk negara hukum yang dikehendaki oleh negara hukum Indonesia 
ini. 
Memperhatikan fungsi hukum dalam masyarakat yang memungkinkan 
terjadinya komunikasi yang efektif diantara sesama anggota masyarakat, kiranya 
sulit bagi kita untuk memikirkan suatu masyarakat yang dapat berjalan tanpa 
menerima pelayanan hukum. 
Ketentuan tentang Peradilan Agama khususnya hukum acara dilingkungan 
Peradilan Agama baru disebutkan secara tegas sejak diterbitkan Undang-undang 
No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kemudian pada tanggal 28 februari 
2006 telah diamandemen dengan Undang-Undang No. 3 Th. 2006 tentang 






Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 
mengemukakan bahwa, Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam 
lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada 
pengadilan dalamlingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara 
khusus dalam Undang-undang ini.  
Undang-undang No. 3 Th. 2006 tentang perubahan atas Undang-undang 
No. 7. Th. 1989 tentang Peradilan Agama seperti diketahui bersama, tidaklah 
dalam kerangka pemberian dasar-dasar dan aturan-aturan bagi sebuah instusi yang 
belum eksis. Karena peradilan Agama telah berfungsi dan bangsa kitapun telah 
menerima manfaat dari penyelenggaraan fungsinya itu dalam rentang waktu yang 
sangat panjang. masalahnya, pada waktu itu peradilan agama belum dilengkapi 
persyaratan fundamental, yaitu undang-undang, yang kemudian pada aspek 
organisasi, kekuasaan, dan acara, mengakibatkan kekurangan. Sebagai contoh, 
hidupnya sebuah opini mengenai perbedaan status hakim Peradilan Agama 
dengan hakim-hakim dari lingkungan peradilan lainnya. 
Kehadiran Undang-undang Peradilan Agama, dengan demikian tidak 
lainadalah dalam kerangka pembaharuan Peradilan Agama sebagai pelaksanaan 
Kekuasaan Kehakiman. Pembaharuan ini adalah bentuk peneguhan dan penegasan 
eksistensi, penyempurnaan dan pemantapan organisasi, serta penyempurnaan dan 




Pembaruan ini membawa Peradilan Agama pada kedudukannya, sehingga 
ia mampu menyelenggarakan tugas dengan baik dan mandiri yang memungkinkan 
terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan. 
Kesimpulan sementara, pihak yang menyatakan keahlian aparat Peradilan 
Agama Pra Undang-undang ini dibawah standar. Tentulah tidak relevan, Mereka 
telah berpengalaman menyelesaikan tugas sesuai dengan ketentuan-ketentuan 
yang berlaku ketika itu. Karena Undang-undang membawa pembaruan, 
mengharuskan aparat Peradilan Agama untuk baik secara mental maupun fisik, 
menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru itu. 
Dari penjelasan diatas, terlihat begitu peliknya peraturan-peraturan hukum 
itu dibuat. Karena peraturan merupakan satu sarana dalam kehidupan 
bermasyarakat. Tetapi ia bukanlah rumus yang harus dihafalkan luar kepala oleh 
masyarakat maupun ahli hukum untuk dipakai dalam acara di suatu pengadilan, 
melainkan ia adalah peraturan-peraturan hidup yang oleh tiap-tiap orang 
diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. 
Tugas bagi pemerintah adalah mengsosialisasikan Undang-undang ini 
secara intensif, sehingga Undang-undang ini bukan saja secara formal merupakan 
hukum yang berlaku (positive law) tetapi secara faktual juga merupakan hukum 
hidup (living law). Dengan intensifnya upaya sosialisasi yang dilakukan oleh 
pemerintah, diharapkan kesadaran hukum masyarakat akan fungsi dan peranan 




Kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap Peradilan Agama, juga 
akan mendorong para hakim Peradilan Agama untuk lebih berhati-hati, obyektif 
dan dinamis dalam menentukan putusannya. Hal ini berarti bahwa negara 
berkewajiban melindungi fakir miskin sebagai bagian dari warga negaranya. Akan 
tetapi negara belum menjamin keberlangsungan hidup mereka semua. Realitanya 
masih banyak rakyat miskin hampir semua buta hukum dan pada umumnya 
mereka tidak tahu bagaimana menghadapi dan menyelesaikan perkara-perkara 
dalam kehidupan yang mereka alami, terutama menyangkut masalah perdata 
mereka. 
Menghadapi situasi sosial seperti ini, maka perlu adanya perombakan 
strategi pembangunan hukum. Karena hukum juga harus bersentuhan dengan 
kebutuhan rakyat kurang mampu, dalam arti bukan membebaskan mereka dari 
aturan hukum, tapi justru memperkuat rakyat untuk menentukan masa depan 
mereka. Pembangunan hukum perlu kembali diefektifkan agara masalah-masalah 
yang muncul belakangan ini mendapat penyelesaian. Sebab bila semua itu tidak 
ditindak lanjuti dalam bentuk nyata, maka konsep-konsep tersebutmeminjam 
istilah Soerjono Soekanto hanya akan menjadi huruf mati yang sama sekali tidak 
punya efektifitas. 
Pada dasarnya hukum acara di Pengadilan dalam perkara perdata 
dikenakan biaya. Artinya suatu perkara perdata baru dapat didaftar di kepanitraan 
setelah pemohon atau penggugat membayar sejumlah biaya perkara yang 
lazimnya disebut panjar atau vreschot. Namun biaya tersebut harus juga seringan 
mungkin sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat,khususnya masyarakat yang 
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berekonomi lemah. Hal merupakan salah satu asas hukum acara, yaitu asas 
sederhana, cepat dan biaya ringan.  
Namun demikian bagi anggota masyarakat yang tergolong tidak mampu 
membayar biaya perkara, juga harus mendapatkan pelayanan hukum yang sama. 
Sesuai dengan amanat pasal 28 D ayat 1 UUD 1945, golongan masyarakat yang 
tidak mampu ini tetap berhak mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan 
dankepastian hukum yang adil, serta perlakuan atau pelayanan hukum yang sama 
dihadapan hukum dengan warga negara Indonesia yang lainnya, termasuk pula 
dalam hal beracara didalam pengadilan. Bahkan golongan masyarakat seperti ini 
sudah sepatutnya pula mendapat bantuan hukum untuk beracara, salah satu bentuk 
bantuan hukum yang dapat diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu 
dalam beracara perdata adalahdiperbolehkannya untuk mengajukan perkara 
perdata tanpa biaya perkara (Prodeo). 
Secara teoritis, melalui aturan yang telah ada, baik dalam Herzine 
InlandReglemen (HIR)/ Reglemen Buiten Govesten (Rechtreglement Voor De 
Buitengewesten), maupun dalam literatur hukum acara, telah dibuktikan bahwa 
peradilan di Indonesia peduli terhadap masyarakat berekonomi lemah yang juga 
ingin mendapatkan dan merasakan perlidungan serta pengayoman dalam 
memperoleh hak perdata mereka yaitu dengan diberlakukannya Undang-undang 
pasal 237 sampai pasal 245 Herzien Inlandisch Reglement/ pasal 273 sampai pasal 
281 Rechtreglement Voor De Buitengewestenyang bunyinya antara lain: 
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"Barang siapa hendak berperkara, baik sebagai penggugat maupun 
tergugat, tetapi tidak mampu membayar ongkos perkara, dapat 
mengajukan perkara dengan ijin tidak membayar ongkos".3 
Selain itu juga telah ditegaskan dalam petunjuk pelaksanaan 
penyelenggaraan administrasi perkara dilingkungan peradilan umum, bagian 
kesatu, pada butir 39 tentang perkara prodeo.  
Umumnya para praktisi hukum berpendapat bahwa seluruh biaya perkara 
dibebaskan dari pemohon prodeo. Bahkan menurut Abdul Manan, pengadilan 
tidak boleh memungut biaya dari bentuk apapun dari pemohon prodeo.Hakim 
selaku pemutus perkara di Pengadilan, berdasarkan asas Equality Before The Law, 
diharapkan tidak membeda-bedakan pelayanan terhadap orang-orang yang 
berperkara di Pengadilan, baik yang berperkara secara prodeo maupun yang 
berperkara secara non-prodeo. Namun bila dikembalikan kepada masyarakat 
umum, masih banyak yang menganggap ada perbedaan perlakuan hakim terhadap 
pihak-pihak yang berkara di Pengadilan, utama antara pihak yang berperkara 
prodeo dengan pihak yang berkara tidak secara prodeo. 
Dengan adanya istilah Prodeo di Pengadilan Agama, diharapkan tidak lagi 
menjadi halangan bagi masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya. 
Namun pada kenyataannya pada tahun 2013 hanya ada 23 kasus berkaitan dengan 
prodeo dan meningkat  menjadi 24 kasus pada tahun 2014. Peningkatan yang 
terjadi hanya 1 kasus dari  1.494 kasus pada tahun 2014. 
 
                                                          
3Republik Indonesia, Herziene Inlandsch Reglement dan Rechtsreglement voor de 
Buitengewesten, Pasal 237-245 dan 273-281.  
8 
 
Dengan berbagai latar belakang masalah tersebut, penulis ingin mengenal 
lebih jauh tentang pelaksanaan dan penyelesaian suatu perkara prodeo di 
lingkungan Peradilan Agama. Hal ini dimaksudkan sebagai eksplorasi mengenai 
mekanisme dan sejumlah persyaratan praktis dan teknis yang ada dalam acara 
pengadilan. 
 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang serta pembahasan masalah yang telah 
diuraikan diatas, maka perlu dirumuskan sebagai berikut:  
1. Bagaimana mekanisme berperkara prodeo di Pengadilan Agama 
Sengkang? 
2. Apakah ada perbedaan perlakuan hakim Pengadilan Agama dalam 
menyelesaikan kasus antara prodeo dan tidak prodeo di Pengadilan Agama 
Sengkang? 
 
C. Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk memberikan gambaran kongkrit kepada masyarakat mengenai 
mekanisme berperkara prodeo di Pengadilan Agama Sengkang. 
2. Untuk mengetahui perlakuan hakim dalam menyelesaikan kasus prodeo 





D. Manfaat Penelitian  
Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi 
pengetahuan kepada masyarakat umum, khususnya kepada masyarakat yang 
berekonomi lemah dan tidak mampu membayar biaya dalam perkara di 
pengadilan, bahwa hukum acara membuka kemungkinan untuk berperkara secara 
Cuma-Cuma (prodeo). Sehingga dengan adanya penelitian ini, mereka mendapat 






TINJAUAN TEORITIS TENTANG PRODEO 
 
A. Pengertian dan Prosedur Perkara Prodeo Aspek Teoritis 
Prodeo adalah karena Allah, Cuma-Cuma, Gratis. Salah satu asas hukum 
acara perdata yaitu pengenaan biaya saat beracara. Biaya perkara ini meliputi 
biaya kepanitraan dan biaya untuk panggilan pemberitahuan para pihak serta 
biaya materai. Bagi mereka yang tidak mampu untuk membyar biaya perkara, 
dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma (Prodeo) dengan mendapatkan izin 
untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara.  
Hal ini dijelaskan dalam pasal 237 Herzien Inlandisch Reglementdan 273 
Rechtreglement Voor De Buitengewesten yang berbunyi: 
”Penggugat atau tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara 
dapat dizinkan untuk berperkara tanpa biaya”.4 
Tetapi ada diantara biaya yang tidak dibebaskan yaitu biaya administrasi 
kepaniteraan dan pembayaran upah juru sita. 
Pada pasal 238 Herzien Inlandisch Reglement/274 Rechtreglement Voor 
De Buitengewesten ayat 1-3 dijelaskan bahwa: 
“apabila penggugat menghendaki izin prodeo, maka ia mengajukan 
permintaan untuk itu pada waktu memasukan gugatan surat atau pada 
waktu ia mengajukan gugatannya dengan lisan. Tetapi apabila izin 
dikehendaki oleh tergugat, maka izin itu diminta pada waktu ia 
memasukan jawabannya”. 5 
                                                          
4Republik Indonesia, Herziene Inlandsch Reglement dan Rechtsreglement voor de 
Buitengewesten, Pasal 237 dan 273. 
5Republik Indonesia, Herziene Inlandsch Reglement dan Rechtsreglement voor de 





Permintaan dalam kedua hal itu harus disertai surat keterangan tidak 
mampu, yang diberikan oleh kepala polisi pada tempat diam peminta, yang berisi 
keterangan bahwa ia benar-benar dinyatakan tidak mampu. Kemudian pada ayat 4 
pasal 274 Rechtreglement Voor De Buitengewesten dijelaskan bahwa: 
“jika terbukti tertulis tidak dapat diajukan, maka pengadilan bebas untuk 
meyakinkan diri tentang kemiskinan pemohon yang bersangkutan dengan 
jalan keterangan-keterangan lisan atau dengan cara lain”.6 
Kemudian pada waktu menghadap ke muka penggadilan, pertama kali 
diputuskan oleh pengadilan adalah putusan sela yang berisi tentang dikabulkan 
atau tidak permohonan prodeonya.  
Pada pasal 240 Herzien Inlandisch Reglement/276 Rechtreglement Voor 
De Buitengewesten ayat 1 dan 2 dijelaskan mengenai: 
“balai harta peninggalan dan balai budel, tanpa mengajukan tanda surat 
keterangan tidak mampu baik ia sebagai penggugat atau tergugat, dan ia 
diperbolehkan berberkara tanpa biaya jikalau budel yang diurusnya atau 
kekayaan orang yang diwakilinya pada waktu perkara dijalankan, 
diperkirakan tidak akan mencukupi untuk membayar biaya perkara. 
Kemudian mereka pada waktu itu mengajukan permohonan untuk 
berperkaratanpa biaya secara singkat memperlihatkan keadaan kekayaan 
itu kepada hakim.7 
Pasal 242 Herzien Inlandisch Reglement/278 Rechtreglement Voor De 
Buitengewesten ayat 1-4 menjelaskan bahwa: 
“permohonan untuk berperkara dalam tingkat banding tanpa biaya harus 
disertai pernyataan tidak mampu dalam pasal 274 Rechtreglement Voor De 
Buitengewesten ayat 3, secara lisan atau tertulis disampaikan kepada 
panitera pengadilan negeri yang memutus pada tingkat pertama, oleh pihak 
yang naik banding dalam waktu empat belas hari setelah keputusan 
dijatuhkan atau sesudah diberitahukan, oleh pihak lawan disampaikan 
                                                          
6Republik Indonesia, Rechtsreglement voor de Buitengewesten, Pasal  274 ayat (4). 
7Republik Indonesia, Herziene Inlandsch Reglement dan Rechtsreglement voor de 
Buitengewesten, Pasal 240/ 276 ayat (1) dan (2). 
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adanya permohonan banding atau sesudah diberitahukan menurut ayat 
terakHerzien Inlandisch Reglement pasal ini”.8 
Kemudian jika pemohon bertempat tinggal atau berdiam diluar wilayah, 
jaksa ditempat kedudukan pengadilan negeri atau panitera pengadilan negeri tidak 
ada ditempat itu, maka ia dapat minta agar permohonnannya dicatat oleh jaksa 
ditempat tinggalnya atau tempat ia berdiam. Setelah permohonan itu dicatat, ketua 
memerintahkan agar permohonan itu dalam waktu empat belas hari sesudah 
catatan itu, diberitahukan kepada pihak lawan dan memerintahkan agar para pihak 
dipanggil untuk menghadap di hadapannya. 
Pada pasal 243 Herzien Inlandisch Reglement/ 279 Rechtreglement Voor 
De Buitengewesten ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa: 
“jika pemohon tidak datang menghadap pada hari yang telah ditentukan, 
maka ketua mendengar pemohon dan lawannya.9 
Pada pasal 244 Herzien Inlandisch Reglement/280 Rechtreglement Voor 
De Buitengewesten menjelaskan bahwa: 
“berita acara persidangan dan surat-surat yang berhubungan dengan 
perkara tersebut, satu turunan resmi surat keputusan pengadilan dan 
ringkasan catatan yang ada di dalam daftar tentang permohonan untuk 
berperkara tanpa biaya, dikirimkan oleh panitera pengadilan negeri kepada 
raad van justitie yang akan memeriksa permohonan banding itu. Akan 
tetapi, raad van justitie memutus tanpa memeriksa para pihak, hanya 
berdasarkan surat-surat. Dengan suatu alasan seperti tersebut dalam pasal 
275, juga karena jabatannya raad justitie dapat menolak permohonan itu 
dan panitera raad van justitie secepat mungkin mengirimkan turunan resmi 
putusan raaf van justitie tersebut dengan disertai surat-surat seperti 
tersebut dalam pasal yang lalu kepada ketua pengadilan negeri yang 
kemudian memberitahukannya kepada para pihak. Hal ini dijelaskan pada 
                                                          
8Republik Indonesia, Herziene Inlandsch Reglement dan Rechtsreglement voor de 
Buitengewesten, Pasal 242/ 278 ayat (1)-(4). 
9Republik Indonesia, Herziene Inlandsch Reglement dan Rechtsreglement voor de 
Buitengewesten, Pasal 243/ 279 ayat (1) dan (2). 
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ayat (1) dan (2) pasal 245 Herzien Inlandisch Reglement/ 281 
Rechtreglement Voor De Buitengewesten.10 
Secara teoritis telah dijelaskan mengenai prosedur dalam mengajukan 
perkara secara prodeo dimuka pengadilan sampai ketingkat banding.  
 
B. Hukum Acara PeradilanAgama 
Peradilan agama adalah peradilan perdata dan peradilan Islam di 
Indonesia, jadi pengadilan agama harus mengindahkan peraturan perundang- 
undangan negara dan syariat Islam sekaligus. Oleh karena itu rumusan- rumusan 
hukum acara peradilan agama diusulkan sebagai berikut: 
Segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang- 
undangan negara ataupun dari syariat Islam yang mengatur tentang cara orang 
bertindak kemuka pengadilan agama dan mengatur tentang bagaimana cara 
pengadilan agama tersebut menyelesaikan perkara, demi mewujudkan hukum 
material Islam yang menjadi kekuasaan peradilanagama. Sebagaimana dalam asas 
hukum acara peradilanagama 
1. Hakim tidak boleh menolak perkara 
Prinsip hukum ini bermakna apabila perkara sudah masuk (didaftarkan) ke 
pengadilan, maka tidak ada alasan bagi hakim untuk menolaknya tanpa ada aturan 
hukum yang ada. Prinsip ini mewajibkan para hakim menggali hukum atau 
menciptakan hukum yang baru sesuai kebutuhan para pihak.  
 
                                                          
10Republik Indonesia, Herziene Inlandsch Reglement dan Rechtsreglement voor de 
Buitengewesten, Pasal 244 dan 280. 
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Prinsip ini tercantum dalam pasal 14 UU No. 14 Tahun 1970 tentang 
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yangberisi: 
Pasal 14 
a. Pengadilan tidak boleh memeriksa untuk mengadili sesuatu perkara yang 
diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib 
untuk memeriksa danmengadilinya. 
b. Ketentuan dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan untuk usaha 
penyesaian perkara perdata secaraperdamaian.11 
 
2. Asas sebagai pelaksana kekuasaankehakiman 
Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung 
dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 
Peradilan Agama (PA), Peradilan Militer (PM), Peradilan Tata Usaha Negara 
(PTUN), dan Mahkamah Konstitusi(MK). 
Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah 
peradilan negara yang ditetapkan dengan undang-undang. Peradilan negara 
menerapkan hukum dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
3. Asas inisiatif dari pihak yangberkepentingan 
Asas ini diatur dalam Pasal 55, Pasal 66 ayat (1) dan (2), Pasal 67 huruf 
(a) dan (b) dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam 




                                                          
11Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 14 ayat (1)-(2) 
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Ada tuntutan atau tidak dalam perkara perdata, sepenuhnya diserahkan 
kepada pihak yang berkepentingan. Jika tidak ada tuntutan, maka tidak ada 
persidangan (wo kein kleger ist, ist kein richter; nemo judex sine actore). Hakim 
bersifat pasif untuk menunggu tuntutan yang diajukan oleh pihak yang 
berkepentingan (judex ne procedat exofficio). 
4. Asas beracara dikekanakan biaya 
Pada dasarnya setiap orang yang mengajukan perkara dimuka pengadilan 
dikenai biaya perkara, yang rinciannya telah diperkirakan oleh pengadilan, 
sehingga sejumlah uang yang dibayar akan diperhitungkan kemudian. Bagi 
mereka yang tidak mampu membayar biaya perkara, dapat mengajukan 
perkaranya secara cuma-Cuma (prodeo) dengan mendapatkan ijin untuk 
dibebaskan pembayaran biaya dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu 
yang dibuat oleh kepala polisi tempat tinggal pemohon. 
Asas beracara di lingkungan peradilan agama dibebani biaya, diatur dalam 
pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 90 UU No. 3 Tahun 2006 jo Pasal 121 (4) 
Herzien Inlandisch Reglementjo Pasal 145 (4) R.Bg. 
5. Asas aktif memberi bantuan 
Asas aktif memberikan bantuan kepada pencari keadilan di lingkungan 
peradilan agama, diatur dalam Pasal 119 Herzien Inlandisch Reglement/143 R.Bg. 
jo Pasal 58 (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang tidak mengalami perubahan dalam UU 
No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang 




Dalam ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006jo Pasal 5 ayat 
(2) UU No. 4 Tahun 2004 disebutkan:  
“Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-
kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya 
paradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.12 
Kewajiban tersebut hanya sepanjang yang berhubungan dengan 
permasalahan formil dan tidak berkenaan dengan masalah materil atau pokok 
perkara. 
6. Asas Fleksibilitas 
Pemeriksaan perkara di lingkungan peradilan agama harus dilakukan 
dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. 
Yang dimaksud sederhana adalah beracara yang jelas, mudah dipahami 
dan tidak berbelit-belit serta tidak terjebak dalam formalis- formalis yang tidak 
penting dalam persidangan, karena jika terjadi demikian memungkinkan akan 
menimbulkan berbagai penafsiran. 
Cepat maksudnya adalah dalam melakukan pemeriksaan, hakim harus 
cerdas dalam menginventaris persoalan yang diajukan dan mengidentfikasikan 
persoalan tersebut untuk kemudian digali lebih dalam melalui alat-alat bukti yang 
ada. Apabila segala sesuatunya sudah diketahui majelis hakim, maka tidak ada 
cara lain kecuali majelis harus secepatnya mengambil putusan untuk dibacakan 
dimuka persidangan yang terbuka untuk umum. 
 
                                                          
12
 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, 
Pasal 58 ayat (2). 
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Biaya ringan adalah harus diperhitungkan secara logis, rinci dan 
transparan, serta menghilangkan biaya-biaya lain di luar kepentingan para pihak 
dalam berperkara. Sebab tingginya biaya perkara menyebabkan para pencari 
keadilan bersikap apriori, yang berarti bersifat masa bodoh (sebelum tahu 
keadaan yang sebenarnya) terhadap keberadaan pengadilan. 
7. Asas non ekstra yudiasial 
Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar 
kekuasaan kehakiman dilarang kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam 
UUD 1945. Sehingga sertiap orang dengan sengaja melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud akan dipidana. 
8. Asas legelitas atau asas obyektivitas 
Peradilan agama mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-
bedakan orang di dalam memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan, hakim 
harus obyektif dan tidak boleh memihak satu sama lain. Untuk menjamin asas ini 
bagi pihak yang diadili dapat mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan-
alasan terhadap hakim yang akan mengadili perkaranya. 
Pada asasnya pengadilan agama mengadili menurut hukum agama Islam 
dengan tidak membeda-bedakan orang. Asas legalitas dapat dimaknai sebagai hak 







C. Prodeo Dalam Sejarah Singkat Peradilan Islam 
Setelah tiga belas tahun Rasulullah Saw menegakan ajaran Allah di tengah 
masyarakat Arab di negeri Mekah. Kemudian beliau berhijrah ke Madinah 
untukmeluruskan langkah tugasnya. Begitu pula beliau ditugaskan memutuskan 
hukum dan menyelesaikan persengketaan yang terjadi diantara masyarakat. 
Sebagaimana firman Allah dalam al-Quran Surah an-Nisa (4)/ 65: 
                     
                 
Terjemahnya: 
Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga 
mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka 
perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu 
keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima 
dengan sepenuhnya.13 
Di masa Rasul memegang tampuk pemerintahan, sedikit sekali perkara 
yang diajukan kepadanya. Kebanyakan umat Islam dewasa itu, memintakan fatwa 
saja. Hal tersebut dikarenakan ummat memegang teguh apa yang difirmankan 
Allah dalam al-Quran surah an-Nisa (4)/ 59: 
                         
                            
          
 
 
                                                          
13
 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: 




“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 
dan ulil amri di antara kamu.kemudian jika kamu berlainan Pendapat 
tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan 
Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 
kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya”.14 
Setelah mereka memperoleh fatwa, lalu mereka selesaikan sendiri 
perkaranya. Demikian pula perkara-perkara yang diputus Nabi Muhammad/ 
Rasulullah dengan segera mereka jalankan. Tak perlu lagi Nabi Muhammad/ 
Rasulullah campur tangan dalam urusan mereka karena mereka sangat patuh 
kepada segala putusan Rasulullah.  
Dikala dunia Islam telah mulai berangsur luas dan telah banyak kota-kota 
Islam yang membutuhkan majelis peradilan, barulah Rasul mengutus beberapa 
wali negeri (Gubernur) ke daerah itu. Para wali negeri itu bertindak sebagai 
pemangku urusan umum rakyat dan bertindak pula sebagai qadhi (hakim) dalam 
wilayahnya. Wali-wali tersebut mempunyai wewenang untuk memutus segala 
macam perkara. 
Pada waktu itu Nabi Muhammad/ Rasulullah mengangkat Mu`az bin jabal 
menjadi Gubernur di Negeri Yaman dan Attab ibn Asied menjadi Gubernur di 
negeri Mekkah. Demikian keadaan hakim di masa Nabi Muhammad/ Rasulullah 
dan begitu pula keadaannya di zaman Abu Bakar Ashiddiqy. Di Madinah Abu 
Bakar sendiri yang memimpin pengadilan dan bertindak sebagai hakim. 
                                                          
14
 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: 
Magfirah Pustaka, 2006). 
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Sedangkan di kota-kota Islam yang jauh dari madinah, pengadilan dikendalikan 
oleh wali-wali negeri (gubernur) yang diangkat mewilayahi daerah itu. 
Peradilan Islam mengalami perkembangan pasang surut sejalan dengan 
perkembangan masyarakat Islam diberbagai kawasan dan negara. Dalam hal ini 
masyarakat Islam menjadi basis utama dalam melakukan artikulasi danperumusan 
politik hukum di kawasan negara itu. 
Peradilan Islam pada masa Rasullullah bersifat sederhana, baik dalam 
pengorganisasiannya, maupun prosedurnya, sedangkan ketika masyarakat Islam 
tersebut di berbagai kawasan, yakni pada masa khalifah Umar ibnu Khattab, 
pengorganisasiannya dikembangkan. Peradilan sebagai wewenang yudikatif mulai 
di pisahkan dari kekuasaan pemerintah atau eksekutif.  
Para hakim (qadhi) diberi pedoman tentang pelaksanaan tugas mereka, 
yang tercermin dalam Risalat al-qadla. Umar ibnu Khattab telah membuat suatu 
dustur yang harus dipegang dan dijadikan dasar oleh para hakim. Dustur umar ini 
merupakan asasi bagi Peradilan Islam. Dustur itu oleh Umar dikirim kepada Abu 
Musa Al-Asy`ari sebagai hakim di Kuffah dan hakim-hakim yang lain:  
Dalam risalah tersebut Umar berkata:  
1. Amma ba`du, sesungguhnya qadha adalah fardu yang dikukuhkan dan 
sunnah yang harus diikuti.  
2. Maka apabila diajukan kepadamu suatu perkara, dan putuslah apabila telah 
jelas duduk permasalahannya, karena sebenarnya tidaklah ada artinya 
bicara soal keadilan tanpa adanya pelaksanaannya. 
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3. Samakanlah manusia (pihak-pihak yang berperkara) dalam majlismu, 
dalam pandanganmu, dan dalam keputusanmu, sehingga orang yang 
berpangkat tidak akan mengharapkan penyelewenganmu dan orang yang 
lemah tidak sampai putus asa mendambakan keadilanmu.  
4. Bukti itu wajib atas penggugat (penuduh) sedang sumpah itu wajib atas 
pihak yang menolak gugatan (tuduhan). 
5. Dan boleh mengadakan perdamaian diantara kaum muslimin, kecuali 
perdamaian yang menghalalkan yang haram dan menghalalkan yang halal.  
6. Dan barang siapamendakwakan suatu hak yang tidak ada di tempatnya 
atau suatu bukti, maka berilah tempo kepadanya sampai ia dapat 
membuktikan hak itu. Akan tetapi, jika ia tidak mampu membuktikannya, 
maka ia tidak berhak dikalahkan karena yang demikian lebih mantap lagi 
keuzurannya dan lebih menampakan barang yang tersembunyi.  
7. Dan janganlah sekali-kali suatu keputusan yang telah kamu jatuhkan hari 
ini menghalangimu untuk melakuan peninjauan kembali, dimana kamu 
memperoleh petunjuk untuk kembali kepada kebenaran. Karena 
sesungguhnya kebenaran itu qadim (harus didahulukan) dan tidak dapat 
dibatalkan oleh apapun. Maka, kembali kepada kebenaran itu lebih baik 
dari pada terus bergelimang dalam kebatilan.  
8. Orang-orang Islam itu ( dianggap) adil sebagian mereka terhadap sebagian 
yang lain, kecuali orang telah memberikan kesaksian palsu, atau orang 
yang pernah dijatuhi hukuman had, atau orang yang asal-usulnya. Karena 
sesungguhnya Allah yang mengetahui rahasia-rahasia manusia dan 
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menghindarkan hukuman atas mereka, kecuali dengan adanya bukti-bukti 
atau sumpah.  
9. Kemudian pahamilah dengan sungguh-sungguh perkara yang diajukan 
kepadamu, yang terdapat pula didalam sunnah nabi, kemudian 
bandingkanlah perkara-perkara itu dan dan perhatikanlah perkara yang 
serupa hukumnya dengan perkara-perkara itu, lalu pegangilah hukum 
menurut pendapatmu lebih diridhoi Allah dan lebih mendekati kebenaran, 
hindarkanlah dirimu dari marah, pikiran yang kacau (goyah), rasa jemu, 
mengamati orang yang berperkara dan bersikap keras pad waktu 
menghadapi mereka, karena memutus perkara yang di tempat yang benar 
termasuk pekerjaan yang dipahalai oleh Allah dan membawa nama baik. 
Maka barang siapa murnikan niatnya demi mencari kebenaran walaupun 
merugikan diri sendirimaka Allah akan memberinya kecukupan. Dan 
barang siapa berlagak memiliki keahlian yang tidak ada pada dirinya, 
maka Allah akan membuka rahasia kejelekannya itu, karena sesungguhnya 
Allah tidak akan menerima amal dari hamba Nya kecuali amal yang 
didasari dengan ikhlas, lalu bagaimanakah persangkaanmu tentang pahala 
dari Allah, baik yang akan segera diberikan maupun yang berada dalam 






Dalam kedudukannya sebagai khalifah, Umar dikenal sangat adil dalam 
menjalankan pemerintahannya. Ia tidak membedakan antara tuan dan budak, kaya 
dan miskin, atau penguasa dan rakyat jelata. Semua mendapat perlakuan yang 
sama, yang salah dihukum dan yang benar dibela.  
Selain itu Umar membangun dewan pembendaharaan negara(Baitul Mal) 
dan membentuk bermacam-macam dewan pemerintahan Islam, serta menentukan 
gaji pegawai, diantaranya gaji qadhi. Dan pada waktu itu pula bagi masyarakat 
yang ingin menyelesaikan perkaranya di pengadilan, mereka tidak dikenakan 
biaya atau dalam dalam istilah sekarang disebut prodeo. 
Begitu pula dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau memberikan gaji 
kepada seorang qadhi dengan jumlah yang cukup besar, yaitu agar qadhi tersebut 
memperoleh kesejahteraan rumah tangga. Padahal Khalifah Ali hanya mengambil 
untuk dirinya dari Baitul Mal hanya untuk sepiring nasi setiap harinya.  
Namun dalam beberapa kitab diterangkan, bahwasanya para qadhi di 
Mesir pernah diminta membayar sejumlah uang yang ditentukan besarnya, 
menurut kitab Muhadlaratul Awail, bahwa yang mula-mula memerintah qadhi 
membayar kepada pemerintah uang iltizam, ialah Mu`izzud Daulah ibn Buwaih 
ketika dia mengangkat Abdullah ibnu Al Husain ibn Abi Syawarih menjadi qadhi. 
Para qadhi diharuskan membayar kepadanya pada tiap tahun 20.000 dirham. Oleh 
sebab itu, yang pada mulanya masyarakat berperkara secara gratis (prodeo), maka 
saat itu banyaklah qadhi pada masa itu yang memungut bayaran dari masyarakat 
yang berperkara di pengadilan. 
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Dalam risalat Al-Qadla, bila dicermati mengandung beberapa pokok 
pikiran yang berkaitan dengan prinsip peradilan yang juga dianut untuk sistem 
peradilan modern. Pokok-pokok pikiran yang termuat dalam surat itu antara lain 
adalah keharusan adanya lembaga peradilan, tugas pokok peradilan, asas 
persamaan di muka umum, pembebanan alat bukti, perdamaian antara pihak-pihak 
yang bersengketa, hal peninjauan kembali dan sikap serta pribadi hakim. Asas-
asas hukum yang Risalat Al Qadla, ternyata relevan dengan asas hukum yang 
terdalam dalam acara Peradilan Agama di Indonesia.  
 
D. Kategori Biaya Perkara Di Pengadilan Agama 
Pada dasarnya berperkara di Pengadilan dalam perdata, dikenakan biaya 
sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2)undang-undang No. 14 Tahun 1970 yang 
berbunyi: 
“peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.15 
Pasal 5 ayat (2) undang-undang No. 14 Tahun 1970: 
“dalam perkara perdata Pengadilan membantu para pencari keadilan dan 
berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan 




                                                          
15Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 ayat (2). 
16Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (2). 
25 
 
Dan pasal 1082, pasal 121 ayat (4) Herzien Inlandisch Reglement, 
kemudian dalam pasal 192-194 Rechtreglement Voor De Buitengewesten. Artinya 
suatu perkara perdata di Pengadilan baru dapat didaftar di kepaniteraan setelah 
pihak termohon atau penggugat membayar sejumlah biaya perkara yang lazimnya 
disebut panjar atau verschot. 
Berdasarkan surat dari mahkamah agung RI Nomor: 43/ TUADA/AG/III- 
UM/XI/1992 yang ditunjukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan ketua 
Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, menjelaskan bahwa yang dimaksud 
dengan biaya perkara menurut pasal 121 ayat (4) Herzien Inlandisch Reglement/ 
pasal 145 ayat (4) Rechtreglement Voor De Buitengewesten meliputi biaya 
kepaniteraan (yustisi costen) dan biaya proses (process costen). 
Kemudian dalam suratnya MA/KUMDIL/214/XII/K/1992, tanggal 21 
desember 1992 perihal pola keuangan perkara dilingkungan Peradilan Agama, 
Mahkamah Agung RI merinci biaya kepaniteraan yang kemudian dikenal dengan 
istilah Hak-Hak Kepaniteraan (HHK) yang terdiri dari: 
1. Biaya pendaftaran perkara pertama  
2. Biaya redaksi  
3. Biaya pencatatan permohonan Banding  
4. Biaya pencatatan permohonan Kasasi  
5. Biaya pencatatan permohonan PK  
6. Biaya pencatatan permohonan sita Konservation  
7. Biaya permohonan sita Refindikatoir  
8. Biaya pencatatan permohonan pencabutan sita  
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9. Biaya pencatatan pelaksanaan lelang.  
Dengan kata lain, biaya kepaniteraan adalah pungutan-pungutan sebagai 
pelayanan pengadilan. Biaya-biaya inilah yang harus disetorkan ke Kas Negara. 
Sebagai biaya proses merupakan biaya-biaya pelaksanaan Peradilan dalam rangka 
menyelesaikan suatu perkara. Dalam pasal 90 ayat (1) UU No. 7 Tahun 
1989tentang Peradilan Agama secara tegas telah ditentukan bahwa biaya proses 
tersebut meliputi: 
1. Biaya pemanggilan para pihak dan pemberitahuan  
2. Biaya untuk saksi/ saksi ahli dan penerjemah  
3. Biaya pengambilan sumpah  
4. Biaya penyitaan  
5. Biaya eksekusi  
6. Biaya pemeriksaan setempat  
7. Biaya-biaya lain atas perintah Ketua Pengadilan.  
Dengan memperhatikan kedua surat Mahkamah Agung RI dan pasal 90 
ayat (1) diatas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan Biaya perkara 
adalah biaya yang meliputi biaya kepaniteraan dan biaya proses yang merupakan 
suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Katagori biaya perkara sesuai tingkat 
dan kepentingan pemeriksaan perkara inilah yang merupakan biaya yang harus 






E. Masalah Yang Muncul Dalam Prodeo  
Mengenai penyelesaian perkara prodeo terdapat anggapan masyarakat 
bahwa, dalam prakteknya pembebasan biaya perkara dari pemohon prodeo di 
Pengadilan Agama hanya dibebaskan untuk biaya kepanitraan saja, sedangkan 
biaya prooses masih tetap menjadi tanggungan pemohon prodeo. Namun ada juga 
yang membebaskan keseluruhan biaya kecuali biaya materai. Tetapi umumnya 
para praktisi hukum berpendapat bahwa keseluruhan biaya perkara dibebaskan 
dari pemohon prodeo. 
Namun pada kenyataannya, masih ada lembaga Peradilan Agama yang 
melakukan pemungutan biaya dari para pemohon prodeo. Alasanya adalah selain 
belum ada petunjuk yang jelas mengenai sumber dana untuk penyelesaian perkara 
prodeo, juga masalah pemanggilan pihak yang berperkara tempat tinggalnya 
terlampau jauh sehingga sulit dujangkau, selain itu juga membutuhkan 
transportasi yang besar. Sebelum tahun 2008, masalah-masalah diatas memang 
yang menjadi kendala dalam proses penanganan perkara prodeo. Tetapi di tahun 
2008 ini masalah tersebut sudah ada pemecahan masalahnya. Yaitu dengan 
adanya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang sudah disetujui oleh 
pemerintah. Mengenai prosedur mendapatkan biaya dari DIPA yaitu, pengadilan 
mengumpulkan perkara-perkara prodeo yang sudah diselesaikan terlebih dahulu, 
dengan mencatat seluruh biaya yang dikeluarkan, kemudian dilaporkan ke 
Bendahara DIPA. Berdasarkan laporan tersebut DIPA akan menggantikan seluruh 
biaya yang telah dikeluarkan pengadilan dalam penyelesaian prodeo. 
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Setelah pemohon/ penggugat mengajukan syarat-syarat berupa surat 
keterangan miskin dari lurah yang dilampirkan pada gugatan, maka pada saat 
itulah peranan dari negara (DIPA) dalam membiayai perkara prodeo. 
Setelah dilaksanakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), maka 
tidak ada lagi biaya yang harus dibebankan kepada para pemohon prodeo kecuali 
biaya materai. Seseorang yang melakukan prodeo dalam panjar biaya perkara di 
tulis NIHIL yakni semua biaya perkara gratis kecuali biaya materai.Selain itu 
masalah-masalah yang terjadi dalam penanganan prodeo di Pengadilan Agama 
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A. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan 
berkaitandengan permasalahan dan pembahasan penulis ini, maka penulis 
melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kota Sengkang. 
Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di Pengadilan Agama 
Sengkang, yang dianggap mempunyai data yang sesuai dengan objek yang 
diteliti. 
Penulis memilih Kota Sengkang sebagai lokasi penelitian 
dikarenakan penulis lahir, tumbuh dan berkembang di Kota Sengkang, 
Kabupaten Wajo.Selain itu, jarak dari tempat tinggal Penulis dengan 
Pengadilan Agama Sengkang, tidak terlalu jauh. Sehingga penulis 
beranggapan bahwa dengan meneliti di Kota Sengkang, Kota kelahiran 
penulis, maka akan lebih efisien, baik dari segi biaya, tenaga dan waktu. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan adalah kualitatif yang di uraikan secara 
sistematis dimana data-data yang diperoleh dilakukan dengan cara 
interview dan observasi pada sejumlah responden secara langsung 





Selanjutnya penulis juga mengumpulkan data bukan hanya 
berpatokan pada hal tersebut diatas tapi penulis melakukan pengumpulan 
data dengan cara study dokumentasi dimana penulis melakukan analisis 
terhadap sejumlah literature seperti buku, media cetak, undang-undang dan 
tulisan-tulisan data ini diklasifiksikan dengan data sekunder. 
Sedangkan sumber data yang digunakan adalah:  
1. Data primer, yakni data empiris yang diperoleh dari responden 
berdasarkan hasil wawancara. 
2. Data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, 
referensi-referensi hukum, peraturan perundang-undangan dan 
dokumen hukum. 
 
C. Populasi dan Sampel 
Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Hakim 
Pengadilan Agama Sengkang yang berjumlah dan panitera pengadilan 
Agama sengkang yang berjumlah 22 orang. Sedangkan yang menjadi 
sampel adalah keseluruhan dari populasi yang berjumlah 22 orang (sampel 







D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Observasi, yakni teknik pengumpulan data yang di lakukan secara 
langsung terhadap objek-objek yang di teliti. 
2. Wawancara, yakni teknik pengumpulan data, dengan cara menanyai 
langsung atau berkomunikasi langsung dengan responden.  
3. Dokumentasi, yakni suatu cara pengumpulan data dengan 
mempergunakan dokumen yang menyangkut perundang-undangan, 
buku literatur, majalah, yang ada hubungannya dengan penilisan 
proposal ini. 
 
E. Teknik Analisis Data 
Data yang diperoleh atau data yang berhasil dikumpulkan 
selamaproses penelitian dalam bentuk data primer maupun data 
sekunderdianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskripsi 
yaitumenjelaskan, menguraikan dan menggabarkan sesuai dengan 
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sengkang 
1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama sengkang. 
Berdirinya Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo dapat kita lihat 
pertama kali pada pasal 1 Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang 
pembentukan Pengadilan Agama /Mahkamah Syar’ah di luar Jawa dan Madura 
yang berbunyi:  
“di tempat-tempat yang ada Pengedilan Negeri ada sebuah Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syari’ah yang daerah hukumnya sama dengan daerah 
hukum Pengadilan Negeri “.17 
Selanjutnya oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tersebut 
menentukan nama-nama tempat di mana akan dibentuk Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syari’ah dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah 
Sengkang tercantum dalam daftar-daftar nomor Pengadilan Agama/Mahkamah 
Syari’ah. 
Namun demikian bukan berarti secara otomatis Pengadilan Agama 
sengkang Kabupaten Wajo telah terbentuk, sebab pada pasal 12 dari Peraturan 




                                                          
17Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan 





Kemudian pada tanggal 6 Maret 1950 keluarlah Penetapan menteri Agama 
Nomor 5 Tahun 1958 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah 
Syari’ah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat sebagai realisasi 
dari pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957. 
Dalam penetapan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958 tersebut menetapkan 
bahwa dalam nomor urut 17 (tujuh belas) akan dibentuk Pengadilan Agama 
/mahkamah Syari’ah Sengkang Kabupaten Wajo. 
Akan tetapi dengan dasar penetapan Menteri Agama tersebut Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syariah Sengkang Kabupaten Wajo belum dapat 
melaksanakan tugasnya sebagai salah satu badan peradilan yang resmi karena di 
samping belum ada kantornya juga belum ada pegawainya. Barulah pada tahun 
1959 diangkat 3 (tiga) orang pegawai Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten 
Wajo, tetapi masih terbentur pada masalah belum adanya pejabat Ketua yang 
ditunjuk sebagai pimpinan, sehingga Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten 
Wajo pada waktu itu belum dapat berjalan.  
Dan nanti pada tanggal 1 Juni 1960 Pengadilan Agama Sengkang 
Kabupaten Wajo resmi terbentuk baik dari segi yuridis formil maupun dari segi 
kenyataan, karena pada waktu itu Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo 
diresmikan dan sekaligus pelantikan Bapak K.H.Hamzah Badawi sebagai panitera 
merangkap Pejabat Ketua berdasarkan surat Keputusan Menteri Agama No: 
C/Iim-17/1396 tanggal 3 Maret 1960 terhitung mulai tangggal 1 Maret 1960 




2. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sengkang 
Kabupaten Daerah Tk II Wajo Propinsi Sulawesi-selatan adalah daerah 
yurisdiksi PA Sengkang yang memiliki luas wilayah 2.506,19 km2 yang terdiri 
atas 14 Kecamatan, 48 kelurahan dan 128 Desa. 
a. Kecamatan Belawa 
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Belawa di Kota/Kabupaten 
Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel): 
1) Kelurahan/ Desa Leppangeng 
2) Kelurahan/ Desa Belawa  
3) Kelurahan/ Desa Lautang  
4) Kelurahan/ Desa Limpo Rilau  
5) Kelurahan/ Desa Macero  
6) Kelurahan/ Desa Malangke (Malakke 
7) Kelurahan/ Desa Ongkoe  
8) Kelurahan/ Desa Sappa  
9) Kelurahan/ Desa Wele  
b. Kecamatan Bola 
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Bola di Kota/Kabupaten Wajo, 
Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel): 
1) Kelurahan/ Desa Balielo 
2) Kelurahan/ Desa Bola 
3) Kelurahan/Desa Lattimu 
4) Kelurahan/Desa Lempong 
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5) Kelurahan/Desa Manurung 
6) Kelurahan/Desa Pasir Putih 
7) Kelurahan/Desa Pattangngae (Patangae) 
8) Kelurahan/Desa Rajamawelang (Rajamawellang) 
9) Kelurahan/Desa Sanreseng Ade 
10) Kelurahan/ Desa Solo 
11) Kelurahan/Desa Ujung Tanah (Kodepos : 90984) 
c. Kecamatan Gilireng 
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Gilireng di Kota/Kabupaten 
Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel): 
1) Kelurahan/Desa Abbatireng 
2) Kelurahan/ Desa Alausalo 
3) Kelurahan/Desa Arajang 
4) Kelurahan/Desa Gilireng 
5) Kelurahan/ Desa Lamata 
6) Kelurahan/Desa Mamminasae (Maminasae) 
7) Kelurahan/Desa Paselloreng 
8) Kelurahan/Desa Poleonro 







d. Kecamatan Keera 
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Keera di Kota/Kabupaten 
Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan 
1) Kelurahan/ Desa Awo 
2) Kelurahan/ Desa Awota 
3) Kelurahan/Desa Ballaere (Ballere) 
4) Kelurahan/Desa Ciromanie 
5) Kelurahan/Desa Inrello 
6) Kelurahan/ Desa Keera 
7) Kelurahan/ Desa Labawang 
8) Kelurahan/Desa Lalliseng 
9) Kelurahan/Desa Paojepe 
10) Kelurahan/Desa Pattirolokka 
3. Kecamatan Majauleng 
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Majauleng di Kota/Kabupaten 
Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel): 
1) Kelurahan/ Desa Botto Benteng 
2) Kelurahan/Desa Botto Penno 
3) Kelurahan/Desa Botto Tanre 
4) Kelurahan/Desa Cinnong Tabi 
5) Kelurahan/Desa Laerung 
6) Kelurahan/ Desa Lamiku 
7) Kelurahan/Desa Limpo Majang 
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8) Kelurahan/ Desa Liu 
9) Kelurahan/Desa Macanang 
10) Kelurahan/ Desa Paria 
11) Kelurahan/ Desa Rumpia 
12) Kelurahan/ Desa Tajo 
13) Kelurahan/Desa Tellu Limpoe 
14) Kelurahan/Desa Tengnga 
15) Kelurahan/ Desa Tosora 
16) Kelurahan/ Desa Tua 
17) Kelurahan/Desa Uraiang 
18) Kelurahan/Desa Watan Rumpia 
4. Kecamatan Maniang Pajo 
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Maniang Pajo di 
Kota/Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel): 
1) Kelurahan/Desa Abbanuange 
2) Kelurahan/ Desa Anabanua 
3) Kelurahan/Desa Dua Limpoe 
4) Kelurahan/ Desa Kalola 
5) Kelurahan/Desa Mattirowalie 
6) Kelurahan/Desa Minanga Tellue 
7) Kelurahan/ Desa Sogi 




5. Kecamatan Pammana 
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Pammana di Kota/Kabupaten 
Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel): 
1) Kelurahan/Desa Abbanuange 
2) Kelurahan/ Desa Cina 
3) Kelurahan/Desa Kampiri 
4) Kelurahan/ Desa Lagosi 
5) Kelurahan/Desa Lampulung 
6) Kelurahan/Desa Lapaukke 
7) Kelurahan/ Desa Lempa 
8) Kelurahan/Desa Pallawarukka 
9) Kelurahan/Desa Pammana 
10) Kelurahan/ Desa Patila 
11) Kelurahan/Desa Simpursia (Simpurusia) 
12) Kelurahan/Desa Tadang Palie 
13) Kelurahan/Desa Tobatang 
14) Kelurahan/Desa Watampanua 
15) Kelurahan/ Desa Wecudai 
6. Kecamatan Penrang 
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Penrang di Kota/Kabupaten 
Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel): 
1) Kelurahan/Desa Benteng 
2) Kelurahan/ Desa Doping 
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3) Kelurahan/Desa Lawesso 
4) Kelurahan/ Desa Makmur 
5) Kelurahan/Desa Padaelo 
6) Kelurahan/Desa Penrang 
7) Kelurahan/ Desa Raddae 
8) Kelurahan/ Desa Tadang Palie 
9) Kelurahan/Desa Temmabarang 
10) Kelurahan/ Desa Walanga 
7. Kecamatan Pitumpanua 
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Pitumpanua di 
Kota/Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel): 
1) Kelurahan/Desa Abbanderangnge 
2) Kelurahan/Desa Alesilurunge 
3) Kelurahan/ Desa Batu 
4) Kelurahan/Desa Benteng 
5) Kelurahan/ Desa Bulete 
6) Kelurahan/ Desa Lauwa 
7) Kelurahan/Desa Lompoloang 
8) Kelurahan/Desa Marannu 
9) Kelurahan/Desa Simpellu 
10) Kelurahan/ Desa Siwa 
11) Kelurahan/Desa Tangkoro 
12) Kelurahan/Desa Tanrongi 
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13) Kelurahan/Desa Tellesang 
14) Kelurahan/Desa Tobarakka  
8. Kecamatan Sabbang Paru 
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Sabbang Paru di 
Kota/Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel): 
1) Kelurahan/Desa Benteng Lompoe 
2) Kelurahan/ Desa Bila 
3) Kelurahan/ Desa Liu 
4) Kelurahan/Desa Mallusesalo 
5) Kelurahan/Desa Pallimae 
6) Kelurahan/ Desa Pasaka 
7) Kelurahan/Desa Salotengnga 
8) Kelurahan/ Desa Sompe 
9) Kelurahan/Desa Tadangpalie 
10) Kelurahan/Desa Tolotenreng (Talotenreng) 
11) Kelurahan/ Desa Ugi 
12) Kelurahan/Desa Ujungpero 
13) Kelurahan/ Desa Wage 
14) Kelurahan/Desa Walennae (Walenae) 






9. Kecamatan Sajoanging 
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Sajoanging di Kota/Kabupaten 
Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel): 
1) Kelurahan/Desa Akkajeng 
2) Kelurahan/Desa Akkotengeng 
3) Kelurahan/Desa Alewadeng 
4) Kelurahan/Desa Assorajange 
5) Kelurahan/Desa Barangmamase 
6) Kelurahan/Desa Minangae 
7) Kelurahan/Desa Sakkoli 
8) Kelurahan/Desa Salobulo 
9) Kelurahan/Desa Towalida. 
10. Kecamatan Takkalalla 
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Takkalalla di Kota/Kabupaten 
Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel): 
1) Kelurahan/Desa Ajuraja 
2) Kelurahan/Desa Aluppang 
3) Kelurahan/ Desa Bocco 
4) Kelurahan/ Desa Botto 
5) Kelurahan/ Desa Ceppaga 
6) Kelurahan/Desa Lagoari 
7) Kelurahan/Desa Lamarua 
8) Kelurahan/ Desa Leweng 
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9) Kelurahan/Desa Manyili 
10) Kelurahan/Desa Pantai Timur 
11) Kelurahan/ Desa Parigi 
12) Kelurahan/ Desa Peneki 
13) Kelurahan/ Desa Soro 
11. Kecamatan Tana Sitolo 
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Tana Sitolo di 
Kota/Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel): 
1) Kelurahan/Desa Assorajang 
2) Kelurahan/Desa Baru Tancung 
3) Kelurahan/Desa Inalipue 
4) Kelurahan/ Desa Lowa 
5) Kelurahan/Desa Mannagae 
6) Kelurahan/Desa Mappadaelo 
7) Kelurahan/ Desa Mario 
8) Kelurahan/ Desa Nepo 
9) Kelurahan/Desa Pajalele 
10) Kelurahan/Desa Pakkanna 
11) Kelurahan/Desa Palippu 
12) Kelurahan/Desa Pincengpute 
13) Kelurahan/Desa Tancung 
14) Kelurahan/Desa Tonralipue 
15) Kelurahan/Desa Ujung Baru 
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16) Kelurahan/ Desa Ujunge 
17) Kelurahan/Desa Waetuwo 
18) Kelurahan/ Desa Wajoriaja 
19) Kelurahan/Desa Wewangrewu 
12. Kecamatan Tempe 
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Tempe di Kota/Kabupaten 
Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel): 
1) Kelurahan/Desa Bulupabbulu 
2) Kelurahan/ Desa Cempalagi 
3) Kelurahan/Desa Maddukkelleng 
4) Kelurahan/ Desa Tempe 
5) Kelurahan/Desa Watallipue 
6) Kelurahan/Desa Teddaopu 
7) Kelurahan/Desa Lapongkoda 
8) Kelurahan/Desa Pattirosompe 
9) Kelurahan/Desa Padduppa 
10) Kelurahan/Desa Siengkang 
11) Kelurahan/Desa Atakkae 
12) Kelurahan/Desa Sitampae 
13) Kelurahan/ Desa Laelo 
14) Kelurahan/Desa Salomenraleng  
15) Kelurahan/Desa Mattirotappareng 
16) Kelurahan/Desa Wiringpalennae 
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VisiPengadilan Agama sengkang yaitu terwujudnya Pengadilan Agama 
yang bersih, berwibawa dan professional dalam penegakan hukum dan keadilan 
menuju peradilan yang Agung merupakan kondisi yang diharapkan dapat 
memotivasi seluruh karyawan karyawati Pengadilan Agama Sengkang dalam 
melaksanakan aktivitas. pernyataan visi Pengadilan Agama Sengkang tersebut 
memiliki pokok pengertian sebagai berikut: 
Pengadilan Agama Sengkang yang bersih, mengandung makna bahwa 
bersih dari pengaruh non hukum baik berbentuk kolusi, korupsi dan nepotisme 
maupun pengaruh tekanan luar dalam upaya penegakan hukum. Bersih dan bebas 
KKN merupakan topik yang harus selalu dikedepankan pada era reformasi, 
terbangunnya suatu proses penyelenggaraan yang bersih dalam pelayanan hukum 
menjadi prasyarat untuk mewujudkan peradilan yang berwibawa. Berwibawa, 
mengandung arti bahwa Pengadilan Agama Sengkang kedepan dipercaya sebagai 
lembaga peradilan yang memberikan perlindungan dan pelayanan hukum 
sehingga lembaga peradilan tegak dengan kharisma sandaran keadilan 
masyarakat. 
Profesionalisme, mengandung arti yang luas, profesionalisme dalam 
penegakan hukum, profesionalisme dalam penguasaan ilmu pengetahuan hukum 
dan profesionalisme memenajemen lembaga peradilan, sehingga hukum dan 
keadilan yang diharapkan dapat terwujud, jika hukum dan keadilan telah terwujud 
maka supremasi hukum dapat dirasakan oleh segenap masyarakat. Penegakan 
hukum dan keadilan bermakna memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan 
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kepada pencari keadilan, keadilan bagi pencari keadilan pada dasarnya merupakan 
suatu nilai yang subyektif karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi 
pihak lain. 
Pengadilan Agama Sengkang menjamin adanya suatu proses yang adil 
dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan 
(keadilan) menurut kedua belah pihak. 
Peradilan yang Agung bermakna sebagai pancaran aura dinamika, 
lembaga, Sumber daya manusia dan performa pelayanan yang mengagumkan, 
prilaku sebagian hakim yang merendahkan keagungan berpengadilan dengan dalih 
kebebasan hakim sehingga perbuatan, ucapan dan prilaku hakim perlu kontrol 
dalam hal ini Mahkamah Agung Republim Indonesia telah mengambil langkah 
regulasi antara lain Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik 
Indonesia dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 
047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang kode etik 
dan pedoman prilaku Hakim untuk membuat pribadi Hakim tangguh dan tidak 
mudah diintervensi dari pihak manapun, dari hal tersebut sangat diharapkan dapat 
menghilangkan sorotan, kritikan dan reaksi negatif dari publik untuk mendapatkan 
kepercayaan demi terwujudnya peradilan yang agung. 
4. Misi 
Misi pertama adalah mewujudkan peradilan yang cepat sederhana dan 
biaya ringan, mengandung makna bahwa untuk mewujudkan lembaga peradilan 
yang bersih, berwibawa dan profesionalisme, maka pelaksanaan proses peradilan 
yang cepat, sederhana dan biaya ringan merupakan langkah antisipatif terhadap 
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era reformasi hukum yang selalu didengungkan oleh masyarakat. Apatisme 
masyarakat terhadap peradilan yang selalu menganggap bahwa berproses ke 
Pengadilan akan selalu lama, berbelit-belit dan memakan waktu dan biaya mahal 
harus ditepis dengan misi tersebut, misi tersebut juga sesuai dengan kehendak 
peraturan perundang-undangan. 
Dengan peraturan perundang-undangan, maka kebijakan Negara akan arah 
pembangunan semakin menegaskan pentingnya akses ke pengadilan bagi 
masyarakat terutama masyarakat miskin dan termaksimalkan. Negara juga 
semakin mengukuhkan pentingnya bantuan hukum sebagai strategi terhadap 
pengadilan. Mahkamah Agung RI mendirikan perhatian besar terhadap kondisi 
masyarakat tersebut dengan membuat program pelaksanaan sidang keliling dan 
pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo dan ini sudah berjalan sejak 
tahun 2008 diseluruh Pengadilan Agama di Indonesia. 
Bahwa bukan saja pada pelaksanaan sidang keliling dan pembebasan biaya 
perkara akan tetapi juga telah dibentuk posbakum yang memberikan bantuan 
hukum kepada masyarakat miskin dan termarjimalkan. Pemberian bantuan hukum 
yang ditetapkan MARI adalah implementasi dari UUD Republik Indonesia pasal 
28 D (1), pasal 56 & 57 UU No. 48/2009 tentang kekuasaan kehakiman dan pasal 
60 B dan 60 (c) UU No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-
undang No.7/1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan surat edaran MARI 
nomor 10 tahun 2010 tentang prosedur pemberian bantuan hukum. 
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Misi kedua adalah Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan. yang 
dimaksud dengan sumber daya aparatur peradilan meliputi pejabat hakim, 
kepaniteraan, kejurusitaan dan kesekretariatan. 
Ujung tombak hukum dan keadilan pada lembaga peradilan berada pada 
tangan hakim. oleh karena itu, upaya peningkatan sumber daya hakim adalah 
urgen, meskipun demikian aparat peradilan lainnya seperti kepaniteraan dan 
kejurusitaan serta kesekretariatan tetap mendapat perhatian, peningkatan sumber 
daya karena aparat keadilan tersebut merupakan faktor pendukung bagi hakim 
dalam melaksanakan tugas penegakan hukum dan keadilan. Tingkat 
Profesionalisme aparat sangat ditentukan oleh tingkat pengetahuan dan 
keterampilan hukum aparat. 
Peningkatan keahlian SDM yang ada perlu ditingkatkan untuk 
ditempatkan pada proses yang baru, sehingga pihak yang tidak dapatdiakomodasi 
pada proses yang baru harus direlokasi ke proses lain yang lebih sesuai dengan 
keahlian mereka. 
Dari hal tersebut diatas ada dua kebutuhan utama yaitu: 
a. Peningkatan Teknologi dan informasi. 
b. Standarisasi pemahaman sistem kerja 
Peningkatan sumber daya yang dimaksud dapat dilakukan melalui: 
a. Pendidikan formal. 
b. Pendidikan dan pelatihan terstruktur. 




Misi ketiga meningkatkan pengawasan yang terencan dan efektif. 
pengawasan merupakan tindakan untuk: 
a. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga sesuai dengan rencana dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana 
mestinya dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. 
c. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi pencari keadilan 
yang meliputi: kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan 
biaya perkara yang ringan. 
Misi Keempat adalah meningkat kesadaran dan ketaatan hukum 
masyarakat. seperti yang telah diuraikan bahwa ada tiga pilar yang menentukan 
kesuksesan pencapaina tujuan hukum yaitu: 
a. Substansi Hukum 
b. Struktur Hukum 
c. Budaya Hukum 
Misi Kelima adalah meningkatkan sarana dan prasarana hukum. Yang 
mengandung makna bahwa tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak 
mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. sarana dan prasarana 







5. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama 
Pengadilan Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berfungsi dan 
berwewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di 
Tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, 
Kewarisan, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam serta 
Waqaf, Zakat, Infaq dan Shadaqah serta Ekonomi Syari’ah sebagaimana diatur 
dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009. 
Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok tersebut Pengadilan Agama 
mempunyai fungsi sebagai berikut: 
a. Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-
perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum 
masing-masing; (vide Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang 
-Undang No. 3 Tahun 2006); 
b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas 
dan tingkah laku Hakim, Panitera/ Sekretaris, dan seluruh jajarannya (vide: 
Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 
3 Tahun 2006); Serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (vide: 
Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). 
c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk 
kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi 
peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006); 
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d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan 
bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, 
kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan 
memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan 
Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang 
Umum); 
e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat 
tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila 
diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 
f. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan 
penelitian serta llain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua 
Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/004/SK/II/1991. 
 
B. Mekanisme Penyelesaian Perkara Secara Prodeo di Pengadilan Agama 
Sengkang  
Pada pengadilan Agama Sengkang/ Pengadilan Tingkat Pertama, terdapat 
beberapa tahapan acara persidangan yangharus dilaksanakan dalam perkara 






1. Mekanisme Beracara Bagi Pihak Penggugat/ Pemohon yang 
mengajukan perkara prodeo 
a. Pihak Penggugat/ Pemohon yang hendak mengajukan perkara dengan prodeo, 
maka harus mengajukan permohonan perkara prodeo kepada Majelis Hakim 
dengan ketentuan: 
1) Permohonan perkara secara prodeo ditulis menjadi satu dalam surat 
gugatan/permohonan; 
2) Dalam permohonan tersebut disebutkan alasan-alasan untuk berperkara 
secara prodeo; 
b. Penggugat/Pemohon mengajukan gugatan/permohonan ke Pengadilan melalui 
Meja I, kemudian Kasir Pengadilan Tingkat Pertama akan mengeluarkan 
kwitansi SKUM (Surat Kuasa Untuk membayar) sebesar Rp. 0,00 (nol 
rupiah). 
c. Setelah berkas perkara diterima oleh Ketua Pengadilan Agama, maka Ketua 
Pengadilan Agama menunjuk Majlis Hakim untuk menangani perkara tersebut 
(PMH). 
d. Majelis Hakim menetapkan Hari sidang (PHS) dan memerintahkan jurusita 
untuk memanggil Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon. 
e. Majelis Hakim memerintahkan kepada Kuasa Pengguna Anggara (Pansek) 
agar mengeluarkan biaya panggilan masing-masing satu kali biaya panggilan 
untuk Penggugat/ Pemohon dan Tergugat/ Termohon dalam bentuk sebuah 
instrumen, yang selanjutnya pula Kuasa Pengguna Anggaran/ Pansek 
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mengeluarkan perintah kepada bendahara pengeluaran juga dalam bentuk 
sebuah instrumen. 
f. Petugas Buku Induk Keuangan Perkara, petugas/ pemegang buku Jurnal 
Keuangan Perakara, dan petugas/ pemegang Buku Kas Pembantu mencatat 
penerimaan tersebut di dalam buku-buku mereka sebagai penerimaan panjar 
pertama.Pada hari sidang yang telah ditentukan, Majelis Hakim sebelum 
memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu memeriksa permohonan beracara 
secara cuma-cuma tersebut di dalam persidangan. 
g. Apabila permohonan beracara secara prodeo terbukti dan permohonan tersebut 
dikabulkan, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela yang dimuat 
secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan. 
h. Salinan amar putusan sela tersebut diserahkan oleh Majelis Hakim kepada 
Kuasa Pengguna Anggaran (Pasnek) guna pembayaran perkara oleh negara. 
i. Pansek menyerahkan salinan amar putusan itu kepada Bendahara Rutin 
dengan perintah agar mengeluarkan sejumlah uang panjar, dikurangi jumlah 
uang yang sudah dikeluarkan sebagai biaya panggilan pertama. 
j. Dengan diterimanya uang panjar dari Bendahara Rutin, Kasir mengeluarkan 
kwitansi SKUM sejumlah uang yang diterima. 
k. Petugas Buku Induk Keuangan Perkara, petugas/pemegang buku Jurnal 
Keuangan Perkara, dan petugas/ pemegang Buku Kas Pembantu mencatat 




l. Apabila permohonan prodeo tidak terbukti, Majelis Hakim menjatuhkan 
putusan sela yang berisi memerintahkan Penggugat/Pemohon untuk 
membayar biaya perkara sesuai yang ditaksir oleh Meja Pertama, jeda waktu 
pembayaran diberikan selama satu bulan. 
m. Apabila Penggugat/ Pemohon membayar biaya perkara sesuai perintah dalam 
putusan sela Pengadilan, Kasir wajib mengembalikan uang negara tersebut ke 
negara. 
n. Setelah putusan akhir dibacakan, apabila terjadi kelebihan biaya perkara, Kasir 
wajib mengembalikan kelebihan biaya perkara tersebut kepada kas negara. 
o. Setelah putusan akhir dibacakan, apabila biaya perkara ternyata kurang, 
Majelis Hakim dapat memerintahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran 
untuk mengeluarkan biaya perkara tambahan yang diperlukan dengan 
menggunakan instrumen. 
p. Seluruh biaya perkara yang tercantum dalam putusan pengadilan, harus sama 
dengan biaya yang dikeluarkan negara melalui DIPA Pengadilan Agama. 
2. Mekanisme Beracara Bagi Pihak Tergugat yang mengajukan perkara 
prodeo 
Bagi pihak Tergugat yang hendak mengajukan perkara secara prodeo, 
maka terdapatmekanisme beracara sebagai berikut: 
1. Apabila pihak Tergugat dalam persidangan, memohon beracara secara 
prodeo, kesempatan hanya ada pada waktu menjawab gugatan 




2. Apabila permohonan beracara secara cuma-cuma oleh Tergugat 
dikabulkan dan dalam perkara tersebut Tergugat dikalahkan, maka 
Tergugat dibebaskan dari membayar biaya perkara. 
3. Biaya perkara dibebankan kepada negara dengan cara menyerahkan 
salinan amar putusan oleh Majelis Hakim kepada Kuasa Pengguna 
Anggaran dan diteruskan kepada Kasir. 
4. Kasir mengembalikan sejumlah uang yang disetor Penggugat/Pemohon 
kepadanya dan menerimakan uang perkara yang disetor Kuasa Pengguna 
Anggaran sebagai gantinya. Semuanya dicatat di dalam buku-buku 
keuangan. 
Kemudian persyaratan yang harus dilengkapi para pemohon prodeo, 
diantaranya: 
1. Melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh 
kelurahan yang diligalisir oleh camat tempat ia tinggal.  
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)  
3. Foto Copy Kartu Gakin  
4. Membuat surat gugatan Yang diajukan ke Kantor Pengadilan Agama 
Sengkang  
5. Mendaftarkan Gugatanya ke Pengadilan Agama Sengkang  
6. Pihak pengadilan Agama menyelidiki terlebih dahulu kebenarannya 




7. Adapun dalam pemeriksaan di dalam persidangan, prosesnya sama dengan 
pemeriksaan perkara pada umumnya saja, hanya saja sebelum pemeriksaan 
pihak perkara, tertulis dahulu di pemeriksa tentang prodeo dari pemohon/ 
penggugattersebut dan ditanyakan kepada termohon/ tergugat apakah 
keberatan ataukah tidak. 
8. Di periksa bukti-bukti, saksi-saksi tentang ketidak mampuan pemohon/ 
penggugat sebelum penggugat/ pemohon itu bener-benar miskin, baru 
dijatuhkan putusan sela untuk mengabulkan atau menolak prodeonya 
tersebut, jika dikabulkan maka penggugat/ pemohon diberikan izin oleh 
majlis hakim untuk beracara secara secara Cuma-Cuma dan pemeriksaan 
dilanjutkan dengan pemeriksaan pihak perkara. 
9. Dengan memeriksa gugatan/ permohonan, jawaban replik, duplik (jika 
ada) keterangan saksi-saksi kemudian putusan. 
Dalam proses berperkara secara prodeo di Pengadila Agama Sengkang 
menurut salah satu Panitra Muda Hukum Pengadilan Agama Sengkang adalah:  
1. Surat keterangan tidak mampu dari kelurahan  
2. Foto Copy KTP dan aslinya  
3. Foto copy buku nikah dan aslinya  
4. Sebelum didaftarkan perkanya dia harus membuat surat gugatan terlebih 
dahulu. 
5. Setelah memmbuat surat gugatan kemudian mendaftarkan gugatannya 
dibagian pendaftaran.  
6. Setelah itu datang ke kantor kantor PA untuk mendaftarkan perkara  
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7. Tinggal menunggu panggilan persidangan yang ditentukan oleh majlisnya.  
8. Pemanggilan para pihak orang yang berperkara yang dilakukan oleh 
jurusita  
9. Setelah dipanggil penggugat/ pemohon prodeo melaksanakan sidang 
pertama 
10. Proses pemeriksaan prodeonya Apakah benar-benar miskin atau tidak 
11. Menghadirkan 2 orang saksi untuk membuktikan apakah benar-benar 
miskin atau tidak. Didatangkannya dua orang saksi ini untuk memperkuat 
pembuktian hakim terhadap pemohon prodeo, bahwa ia benar-benar tidak 
mampu. 
12. Diterima dia melakukan prodeo atau tidak, jika izin permohonan 
prodeonya dikabulkan maka pengadilan akan menjatuhkan "Putusan Sela 
(putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akHerzien Inlandisch 
Reglement yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau 
memperudah kelanjutan pemeriksaan perkara) dalam sidang insidentil, 
dengan mengizinkan pemohon prodeo untuk berperkara secara Cuma-
Cuma (prodeo) dan melanjutkan para pihak untuk melanjutkan 
perkaranya.  
13. Berlanjut ke proses selanjutnya tergantung putusan sela tersebut apabila 
diterima prodeonya berlanjut ke sidang selanjutnya dan apabila ditolak 
prodeonya maka pemohon/penggugat harus membayar panjar biaya 
perkara seperti sedia kala. 
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Dalam hal pihak penggugat atau tergugat tidak mampu membayar biaya 
perkara, maka berdasarkan pasal 237 Rechtreglement Voor De Buitengewesten 
maka ia dapat memohon kepada ketua pengadilan untuk berperkara secara Cuma-
Cuma. Permintaan berperkara ini harus dimintakan sebelum perkara pokok 
diperiksa oleh pengadilan. Permintaan ini harus melampirkan surat keterangan 
tidak mampu dari instansi yang berwenang, dewasa ini dikeluarkan oleh kepala 
desa dan diketahui oleh camat.  
Menurut pasal 238 Herzien Inlandisch Reglementdan 274 Rechtreglement 
Voor De Buitengewesten keterangan tidak mampu harus dikeluarkan oleh aparat 
kepolisian ditempat tinggal orang yang meminta gugatan secara Cuma-Cuma.  
Dalam pemeriksaan terhadap permohonan perkara prodeo baik yang 
diajukan oleh penggugat/pemohon tergugat atau termohon, harus diajukan alat 
bukti berupa surat keterangan miskin. Hal ini didasarkan pada ketentuan dalam 
Herzien Inlandisch ReglementPasal 238. Adapun, apabila surat itu tidak 
didapatkan, maka pemohon perkara prodeo dapat membuktikannya dengan 
mendengarkan saksi-saksi atau lainnya.  
Jika bukti tertulis tidak dapat diajukan, maka pengadilan bebas untuk 
meyakinkan diri tentang miskinnya pemohon dengan memperhatikan keterangan-
keterangan lisan atau dengan jika ia tidak mendapatkan surat keterangan miskin 
dari instansi yang berwenang maka untuk membuktikan ketidak mampuannya itu 
harus dilakukan dengan jalan mendengar keterangan saksi atau keterangan lainnya 
seperti melihat pekerjaan, cara berpakaian, status sosial dan lainnya. 
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Selain surat keterangan tidak mampu dari Lurah yang diketahii oleh 
Camat, masyarakat juga dapat beracara secara Cuma-Cuma dengan mengajukan 
kartu keluarga miskin (Gakin) namun demikian, dengan beracara secara Cuma-
Cuma, bukan berarti berperkara tanpa biaya, namun biaya ditanggung oleh negara. 
Pihak pengadilan akan mengajukan klaim pembiayaan kepada negara, setelah 
diputuskan oleh Majlis Hakim melalui putusan sela, bahwa yang bersangkutan 
dapat beracara atau berperkara cuma-cuma. 
Gugatan atau permohonan yang diajukan dengan cara prodeo selalu 
diperiksa oleh hakim ditingkat pertama tentang ketidakmampuannya, kemudian 
hasil pemeriksaan diputuskan dengan putusan sela, untuk itu apabila ada 
permohonan prodeo, petugas satu harus membuatkan SKUM (Surat Kuasa Untuk 
Membayar) dengan jumlah pembayaran nihil (nol).  
Pengajuan prodeo dapat dibantah pahak lawan (tergugat/ pemohon) karena 
menurut tergugat bahwa pengajuan perkara secara prodeo tersebut adalah tidak 
beralasan sama sekali ataupun menyatakan bahwa pemohon prodeo sesungguhnya 
mampu untuk membayar ongkos perkara dan sesuai pasal 239 ayat (2) dan pasal 
275 ayat (2) RBg tentang bantahan pihak lawan tentang permohonan gugatan 
secara Cuma-Cuma, dengan beberapa pertimbangan berdasarkan fakta-fakta yang 
ditemukan dalam sidang insidentil, maka hakim karena jabatannya dapat menolak 
permohonan pengajuan perkara secara Cuma-Cuma tersebut, Keputusan 
Pengadilan tingkat pertama yang menolak permohonan perkara secara prodeo 
(Cuma-Cuma)adalah tidak dapat dimintakan banding oleh pihak pemohon. 
Apabila isi putusan sela menolak maka diperintahkan membayar biya perkara 
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sebagai uang panjar yang berdasarkan SKUM dari meja satu, jika tidak bisa 
membayar maka perkara dicoret (dikeluarkan) dari register perkara setelah empat 
belas hari dari putusan tersebut diucapkan. Jika permohonan tersebut dikabulkan 
maka proses perkaranya dilanjutkan dengan pemeriksaan materi perkara.  
Sedangkam mekanisme dalam persidangan, pengadilan tidak membedakan 
antara penyelesaian perkara secara prodeo dengan penyelesaian perkara pada 
umumnya, hanya terlebih dahulu adanya putusan sela. Hal ini dapat dibuktikan 
dengan adanya putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 
085/Pdt.G2014/PA.Skgtentang duduk perkaranya mengenai kasus cerai gugat 
oleh A. Umur 38 Tahun pekerjaan ibu rumah tangga (sebagai Penggugat) dengan 
B. Umur 38 Tahun, Pekerjaan tidak bekerja (Sebagai Tergugat).  
Dalam berkas tersebut penggugat telah mengajukan permohonan prodeo 
dengan sejumlah syarat yang ditetapkan oleh pengadilan.Berdasarkan putusan sela 
tersebut, pihak pengadilan mengabulkan permohonan penggugat dan mengizinkan 
penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) dalam kasus perceraian. 
Dengan menimbang bahwa penggugat dalam positanya menyatakan dirinya tidak 
mampu untuk membayar biaya perkara karena dalam keadaan miskin dan tergugat 
tidak keberatan atas permohonan penggugat tersebut. 
Kemudian diperkuat dengan dalil-dalilnya berupa Surat keterangan dari 
Kelurahan tempat si penggugat tinggal yang menyatakan bahwa penggugat tidak 
mampu selanjutnya diberi tanda P-1., kemudian disamping bukti surat, penggugat 
juga mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi A. Umur, 45 tahun, agama Islam, 
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pekerjaan swasta dengan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai 
berikut: 
Bahwa saksi tahu dan kenal dengan penggugat karena penggugat adalah 
kakak penggugat dan saksi kenal kepada tergugat sebagai suami penggugat.  
Bahwa saksi tahu penggugat tidak mampu membayar biaya perkara karena 
penghasilan sebagai ibu rumah tangga dan penggugat tidak diberi nafkah oleh 
tergugat dan saat ini tergugat tidak bekerja dan tidak dapat mencukupi kebutuhan 
sehari-hari. 
Bahwa saksi tahu penggugat telah dikaruniai 3 orang anak yang dua sudah 
besar dan yang satu sudah kecil.  
Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara secara lisan 
yang pokoknya mohon agar dapat beracara secara Cuma-Cuma.  
Menimbang bahwa karena penggugat dinyatakan tidak mampu membayar 
biaya perkara, dan dalam DIPA pengadilan Agama Sengkang tersedia anggaran 
bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu, maka biaya perkara dibebankan 
kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sengkang.  
Mengadili  
Sebelum memberikan putusan akhir, terlebih dahulu menjatuhkan putusan 
sela sebagai berikut:  
1. Menyatakan, Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara 
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara Republik Indonesia melalui 
DIPA Pengadilan Agama Sengkang. 
3. Menangguhkan perhitungan biaya perkara bersama putusan akhir.  
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Berdasarkan keterangan salah satu Panitra Muda Hukum di pengadilan 
Agama Sengkang. Frekwensi masyarakat yang berperkara prodeo dari tahun 
2013-2014 masyarakat yang berperkara prodeo meningkat dikarenakan faktor 
ekonomi masyarakat karena banyaknya penduduk masyarakat Sengkang faktor 
ekonominya kurang baik, dikarenakan banyaknya pengangguran dan kebutuhan 
mereka pas-pasan untuk biaya hidup. 
TABEL 
JUMLAH PERKARA PENGADILAN AGAMA SENGKANG 
2013-2014 




1. 2013 1.360 23 
2. 2014 1.494 24 
 
Pada tahun 2013 dari 1.360 perkara yang diselesaikan di Pengadilan 
Agama Sengkang hanya sebanyak 23 perkara yang menggunakan jalur prodeo. 
Sedangkan Pada Tahun 2014 perkara yang telah diselesaikan sebanyak 1.494 
perkara di Pengadilan Agama Sengkang hanya sebanyak 24 perkara yang 
menggunakan jalur prodeo. 
Sedangkan menurut salah satu hakim Pengadilan Agama Sengkang beliau 
berpendapat perkara prodeo di Pengadilan Agama Sengkang dari Tahun 2013 
terdapat 23 perkara, tahun 2014 sebanyak 24 perkara, Terdapat perkembangan 
yang tidak begitu signifikan atas realitas yang diberikan negara. Karena hanya 
dalam kurun waktu dua tahun terdapat selisih 1 perkara.  
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Hal tersebut kemungkinan ada beberapa faktor, faktor-faktornya 
diantaranya adalah:  
1. Pendidikan rendah sehingga banyak masyarakat yang masih awam untuk 
berperkara secara prodeo.  
2. Faktor informasi kemungkinan besar adanya fasilitas prodeo (berperkara 
secara Cuma-Cuma) tidak sampai masyrakat kalangan bawah. 
Berdasarkan hasil wawancara di atas, terbukti bahwa alasan mengenai 
minimnya frekwensi masyarakat yang berperkara secara prodeo, bukan hanya dari 
faktor ekonomi masyarakat yang cukup baik, tetapi juga karena Pendidikan 
rendah sehingga banyak masyarakat yang masih awam tentang hukum, banyaknya 
pengangguran dan kebutuhan mereka pas-pasan dan kurannya sosialisi sehingga 
banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang adanya prodeo di Pengadilan.  
Menurut salah satu Hakim di Pengadilan Agama Sengkang, tidak ada 
perbedaan antara perkara prodeo dengan yang tidak prodeo, hakim menangani dan 
menyelesaikan perkara sama saja. Karena tugas hakim adalah memeriksa, 
mengadili dan menyelesaikan perkara, kalau dia sudah memenuhi prosedur 
beracara secara prodeo maka diperiksa dan di selesaikan. 
Semua jenis perkara di pengadilan Agama seperti, masalah dalam 
perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, dapat diselesaikan dengan biaya Cuma-
Cuma (Prodeo) dengan syarat-syarat yang ditetapkan dari pengadilan, tetapi 
pengadilan memberi gambaran, bahwa jenis perkara yang sering terjadi dalam 




C. Perbedaan Perlakuan Hakim Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan 
Kasus Antara Prodeo dan Tidak Prodeo Di Pengadilan Agama Sengkang 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menganalisa tentang 
teori perbandingan antara teori dan praktek penyelesaian perkara prodeo di 
Pengadilan Agama Sengkang. Menurut penulis perbandingan penyelesaian 
perkara prodeo dalam tataran teoritis tidak jauh berbeda dengan praktek di 
Pengadilan. Hanya saja dalam prosedur awal dalam pengajuan prodeo yaitu 
dengan foto copy kartu tanda penduduk (KTP), foto copy buku nikah.  
Namun di dalam pasal-pasal tentang prodeo hanya disyaratkan dengan 
melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kepolisian. Sedangkan 
pengadilan hanya mengharuskan membawa surat keterangan tidak mampu dari 
kelurahan di tempat ia tinggal. Menurut penulis syarat-syarat yang tersebut diatas 
wajar sekali dilakukan bagi para pemohon, karena berguna untuk menguatkan 
pembuktian mereka di depan pengadilan. 
Secara umum, bagi pemohon prodeo yang tidak mempunyai surat 
keterangan, maka persidangan akan tetap dilaksanakan secara insidentil, karena 
surat keterangan tersebut hanya untuk meyakinkan hakim yang dimuat dalam 
putusan sela sebagai bukti dan kebenaran pihak yang miskin sebagai salah satu 
dokumen pertanggung jawaban keuangan. 
Kemudian pengadilan mensyaratkan bagi para pemohon prodeo membawa 
2 (dua) orang saksi untuk menguatkan pembuktian bahwa ia benar-benar 
dinyatakan tidak mampu. Dalam hal ini Undang-undang tidak mensyaratkan 
didatangkannya dua orang saksi. Berarti hal tersebut tidak sesuai dengan prosedur 
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yang ditetapkan di dalam aturan-aturan tentang prodeoyang berlaku. Selain itu 
penulis dengan disyaratkan dua orang saksi tersebut tidak berpengaruh terhadap 
kebenaran seorang pemohon prodeo atas ketidakmampuannya, karena bisa saja 
dua orang saksi tersebut memalsukan kesaksiannya.  
Tetapi menurut penulis, pengadilan mensyaratkan hal itu berdasarkan 
kepada aturan-aturan yang ada, yaitu aturan-aturan yang berlaku secara umum 
tentang pembuktian. Pendapat penulis bersumber pada pasal 283 Rechtreglement 
Voor De Buitengewesten/163 Herzien Inlandisch Reglement yang menjelaskan, 
suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, 
harus membuktikan hak Alat-alat bukti tersebut dapat terdiri dari bukti tertulis, 
bukti dengan saksi-saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. 
Maka pengadilan menggunakan bukti dengan saksi-saksi yang berjumlah 
dua orang. Kemudian mengenai biaya perkara yang masih harus dibayar oleh 
pemohon prodeo, bagi penulis, pengadilan sudah mengambil jalan yang terbaik 
dengan mengurangi beban para pemohon untuk membayar semua biaya perkara. 
karena memang pada waktu sebelum diadakannya DIPA (Daftar Isian 
Pelaksanaan Anggaran) belum ada kejelasan mengenai alokasi anggaran dalam 
penyelesaian prodeo. Pada waktu itu pengadilan tidak mampu membiayai semua 
biaya perkarayang dikeluarkan seperti biaya pemanggilan, biaya untuk para saksi, 





Namun setelah diadakannya DIPA mulai tahun 2007 tidak ada lagi 
kendala pada biaya, yaitu pengadilan harus tetap menyelesaikan perkara prodeo 
seperti menyelesaikan perkara pada umumnya. Setelah seluruh biaya yang di 
keluarkan dalam penyelesaian prodeo dilaporkan ke DIPA, maka DIPA akan 
memberikan ganti biaya yang sudah dikeluarkan berdasarkan laporan. Setelah 
diberlakukannya DIPA lah seluruh biaya dibebaskan bagi para pemohon prodeo. 
Mengenai frekuensi masyarakat yang berperkara prodeo di Pengadilan 
Agama Sengkang, yaitu berdasarkan hasil wawancara penulis dengan hakim di 
Pengadilan Agama Sengkang dan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 
Panitra Muda Hukum Pengadilan Agama Sengkang, penulis berpendapat bahwa 
frekuensi masyarakat yang berperkara secara prodeo sedikit bukan hanya 
dikarenakan yang berekonomi baik tetapi juga dikarenakan masyarakat tidak 
mengetahui tentang prodeo di Pengadilan Agama. Demikianlah analisis penulis 







Pada bab kelima ini merupakan bab penutup, yang didalamnya berisi 
kesimpulan dan saran-saran sebagai kristalisasi dari literatur-literatur dan uraian 
pembahasan bab terdahulu serta hasil penelitian di lapangan, maka kesimpulan 
yang dapat penulis ambil adalah sebagai berikut:  
1. Mekanisme penanganan perkara prodeo, tidak jauh berbeda dengan 
penanganan pada umumnya. Bedanya hanya prosedur administrasi 
pengajuannya saja. 
2. Tidak ada perbedaan antara perkara prodeo dengan yang tidak prodeo, 
hakim menangani dan menyelesaikan perkara sama saja. Karena tugas 
hakim adalah memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara, kalau dia 




Setelah menelaah kesimpulan diatas, penulis ingin memberikan beberapa 
saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk prosepek Pengadilan Agama 
kedepan yaitu:  
1. Perlu dilakukan sosialisasi tentang prodeo oleh beberapa pihak, baik pihak 





media cetak elektronik serta forum-forum kajian masyarakat, seperti 
khotbah jum`at, kuliah subuh, majlis ta`lim dan forum-forum lainnya. 
2. Diharapkan hakim bersikap sama baik kepada orang yang berperkara 
prodeo dan tidak prodeo.  
3. Adanya jaminan terhadapmasyarakat untuk mendapatkan pendidikan 
hukum sebagai wujud bantuan hukum secara Cuma-Cuma (prodeo). Selain 
itu, dapat juga hal prodeo dimasukan ke dalam bab kurikulum fiqih di 
Madrasah-madrasah tsanawiyah atau Aliyah.  
4. Menghilangkan sikap kepada masyarakat agar tidak bersikap rendah diri 






Apeldoorn,  L. J. Van. Pengantar Ilmu Hukum, Cet. Ke XXVIII. Jakarta: Pradnya 
Paramita, 2000.  
 
Arto, A. Mukti. Praktek PerkaraPerdata Pada peradilan Agama. Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 1996.  
 
Ash-Shiddieqy, Hasbi. Peradilan dan Hukum Acara Islam. Yogyakarta: PT. 
Ma`arif, 1994.  
 
______________. Sejarah Peradilan Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1970.  
 
Bisri,  Cik Hasan. Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem 
Hukum Nasonal, Cet.II. Jakarta: Logos, 1999.  
 
______________. Peradilan Agama dan Alokasi Kekuasaan di Indonesia. Jakarta: 
al-Hikmah, 1997.  
 
______________. Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia. 
Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.  
 
______________. Peradilan Islam di Indonesia,  Jil.I. Bandung: Ulul Albab Press, 
1997. 
 
______________. Perkembangan Peradilan Islam dalam Kemajemukan 
Masyarakat Indonesia dalam Bunga Rampai Peradilan Islam, Cet.I. 
Bandung: Ulil al Bab Press, 1997. 
 
Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama. Bulletin 
Berkala Hukum & Peradilan. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan 
Peradilan Agama Departemen Agama, 2002.  
 
______________. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan 
Peradilan Agama.  Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama 
Departemen Agama, 2001.  
 
______________. Peradilan Agama di Indonesia :Sejarah Perkembangan 
Lembaga dan Proses Pembentukan Undang-undangnya. Jakarta: Direktorat 
Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama, 1999.  
Djalil, A. Basiq. Peradilan Agama  di  Indonesia:  Gemuruhnya  Politik Hukum 
Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama 
Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama hingga Lahirnya Peradilan 
Syariat Islam Aceh. Jakarta: Kencana, 2006.  
 
______________. Peradilan Islam. Jakarta: T.tp, 2007. 
 
Hadi, Sutrisno. Metodologi Resarch I. Yogyakarta: Andi Offset, 1989.  
 
Halim, Abdul. Peradilan Agama dalam Politik Hukum Indonesia, dari Otoritas 
Konservatif Menuju Konfigurasi Demokratis-Responsif. Jakarta: Raja 
Grafindo, 2000.  
 
______________. Politik Hukum Islam di Indonesia, Cet. I. Jakarta: Ciputat 
Press, 2005.  
 
Harahap, M. Yahya. No. 7 Tahu Cet . II. Jakarta: Pustaka Kartini, 1997. 
 
Kamarusdiana. Hukum Perdata Islam. Jakarta: T.Tp., 2006. Lev, Daniel S. 
Peradilan Agama di Indonesia, Suatu Studi Tentang Landasan Politik  
 
Lembaga-Lembaga Hukum, Cet. II. Alih Bahasa: Zaini Ahmad Noeh. Jakarta: PT. 
Intermasa, 1986.  
 
Makarao, Moh.Taufik.  Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Cet. I. Jakarta: PT. 
Rineka Cipta, 2004.  
 
Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan 
Agama,  Cet I. Jakarta: Al-Hikmah, 2000.  
 
Mertokusumo,  Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia,  Cet II. Yogyakarta: 
Liberti, 1999.  
 
Muhammad, Abdul Kadir. Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet. VII. Bandung: 
PT. Citra Aditya bakti, 2000 .  
 
Munawir, Ahmad Warson. Kamus Arab-Indonesia Al Munawwir, Cet. 1. Jakarta: 
T.Tp, 1996. 
 
Nuruddin, Amiur dan Taringan, Azhari Akmal. Hukum Perdata Islam di 
Indonesia. Jakarta: Kencana, 2004. 
2011darihttp:pasukabumi/ptabandung.net/indexs2.phpoption=com_conten
&- pdf.  
 
Purbacaraka , Purnadi dan Soekanto, Soejono. Perihal Kaidah Hukum, Cet. IV. 
Bandung: Penerbit alumni, 1997.  
 
Rasyid, Roihan A. Hukum Acara Peradilan Agama, Cet. II. Jakarta: CV. Rajawali, 
1991.  
 
Soekanto, Soerjono. Pendekatan Sosioligi Hukum, Cet. 1, Jakarta: Bina Aksara, 
1988.  
 
______________. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI, 1986. Soepomo, R. 
Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia ke II. Jakarta: Pradya 
Pramita, 1972.  
 
Soeroso, R. Pengantar Ilmu Hukum, Cet VI. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.  
 
Suma, M. Amin. Kedudukan  dan  Peranan Hukum Islam  di  Negara Hukum 
Indonesia. Jakarta: T.tp., 2009.  
 
Syazali, Munawir. Landasan Pemikiran Politik Hukum Islam dalam Rangka 
Menentukan Peradilan Agama di Indonesia. Yogyakarta: UII Press, 1998. 
Tev, Daniel S. Peradilan Agama Islam di Indonesia, Cet. II. Jakarta: PT, 
Inter Masa, 1986. 
 
Tolchah Hasan, Muhammad. Beberapa Catatan Sekitar 10 Tahun Undang-Undang 
:Ditbinbapera Islam, Fakultas UI & Pusat Pengkajian Hukum Islam dan 
Masyarakat. 2 Desember 1999. Jakarta: Chasindo, 1999.  
 
Tresna, R. Komentar HIR. Jakarta: Pradya Pramita, 1989.   
 
______________. Peradilan di Indonesia Dari Abad ke Abad, Cet. III. Jakarta: 
Pradnya Pramitra, 1978.  
 
Waluyo, Bambang. Implementasi Kekuasaan Kehakiman di Republik Indonesia. 
Jakarta: Senat Grafika, 1992.  
 
Wawancara Pribadi dengan Adri Syafruddin Sulaiman . Jakarta. 7 Maret 2011.  
 
Wawancara Pribadi Dengan Muhiddin. Jakarta. 7 Maret 2011.  
 
Widodo. Cerdik Menyusun Proposal Penelitian: Skripsi, Tesis, dan Desirtasi, Cet. 
II. Jakarta: Yayasan Klopak dan Makna Scrip, 2004. 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
Nama: Ahmad Tirmidzy Aziz, lahir di Sengkang 08 
Juni 1994, anak dari pasangan Alm. H. Abd. Aziz 
Mekka dan Hj. Hasniati Sanusi (Wiraswasta). Ahmad 
Tirmidzy Aziz mengenyam pendidikan sekolah dasar 
(SD) pada tahun 2000-2006 di Sekolah dasar 
As’Adiyah Sengkang, Kabupaten Wajo, melanjutkan 
ketingkat berikutnya pada tahun 2006-2009 di 
Madrasah Tsanawiyah 1 Sengkang, Kabupaten Wajo, selama di Madrasah, 
Ahmad Tirmidzy Aziz aktif mengikuti berbagai kegiatan Organisasi Intra Sekolah 
seperti Palang Merah Remaja (PMR) dan Praja Muda Karana (Pramuka). Setelah 
menamatkan pendidikannya di Madrasah, lanjut kejenjang berikutnya pada tahun 
2009-2012 di SMA 1 Sabbangparu, Kabupaten Wajo. Setelah menamatkan 
pendidikan menengah atasnya, Ahmad Tirmidzy Aziz hijrah ke Kota Daeng 
(Makassar) untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang perkuliahan di Kampus 
Peradaban Universitas Islam Negeri Alauddin Makkasar (UIN ALAUDDIN 
MAKASSAR), mengambil jurusan Ilmu Hukum, fakultas Syariah dan Hukum. 
